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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak era reformasi berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia, inisiatif 

untuk melakukan pembaharuan desa terus bermunculan. Arah dari demokrasi ini adalah 

agar praktik demokrasi desa berlangsung dengan baik serta menuju kemandirian dan 

kesejahteraan warga desa. Pada era reformasi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah hingga saat ini diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang mana menegaskan dengan memberikan keleluasaan kepada desa 

untuk dapat lebih mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kodisi adat budaya 

setempat dan tetap berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dipertegas dalam 

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan 

Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 yang memuat tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 membawa terobosan baru bagi 

pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam membangun serta meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Salah satu program yang dapat dilakukan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Desa tersebut adalah pengelolaan aset desa. Aset desa 

merupakan kekayaan milik desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan 

kemakmuran masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang 

berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Oleh karena itu, untuk mengatur 

implementasi mengenai pengelolaan aset desa tersebut dibuatlah Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. 

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa belum selaras dengan 

kemampuan sumber daya manusia di desa yang beragam, serta diperlukan perencanaan 

yang matang. Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD 

Kabupaten atau Kota yang dikelola dalam APBDes merupakan modal yang digunakan 

untuk mengelola aset tersebut yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, oleh karena itu 

pengelolaannya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Implementasi pengelolaan aset 

desa perlu memiliki sistem manajemen yang efektif dan handal sebagai alat untuk 

melakukan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan sistem pengawasannya. 

Perencanaan dan pengawasan yang berkesinambungan diperlukan untuk menghindari 

penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan aset desa dan 

mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semuanya ini tidak terlepas dari 

sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya. 

Wilayah Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera 

Selatan yang terdiri atas 20 kecamatan, 245 desa definitif dan 10 kelurahan. Dalam 

implementasi mengenai pengelolaan aset desa di Kabupaten Muara Enim berdasarkan 

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu 

pada pasal 2 disebutkan bahwa jenis aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa dapat 

berbentuk tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, dan kekayaan asli desa lainnya. 

Implementasi kebijakan mengenai pengelolaan aset desa yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berpedoman kepada Peraturan Bupati Muara Enim 
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Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang merujuk pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.  

Implementasi  pengelolaan aset desa terdapat dalam Peraturan Bupati Muara Enim 

Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 7 yang menyebutkan 

bahwasanya pengelolaan aset desa terdiri dari kegiatan-kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, dan pembinaan dan 

pengawasan. Implementasi pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan asas 

fungsional, keterbukaan, transparansi, kepastian hukum, kepastian nilai akuntabilitas dan 

efisiensi. 

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset 

Desa tercipta untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam peraturan ini juga 

menyebutkan bahwa jenis aset desa terdiri atas: 

1. Kekayaan asli desa; 

2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; 

3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; 

4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan 

atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Hasil kerja sama desa; dan 

6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.   

Salah satu bentuk pengelolaan aset desa yang sudah berjalan di Kabupaten Muara 

Enim adalah berbentuk tanah kas desa. Implementasi pengelolaan tanah kas desa dilakukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan 

pendapatan desa. Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu 
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dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas 

masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia. 

Desa Gunung Megang Luar merupakan salah satu desa dari 13 desa di Kecamatan 

Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang pengelolaan aset desanya berbentuk tanah 

kas desa. Desa Gunung Megang Luar satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Muara 

Enim yang memiliki aset desa berupa tanah kas desa. Tanah Kas Desa (TKD) berbeda 

dengan tanah desa. Tanah kas desa dapat diartikan sebagai tanah yang telah dikelola oleh 

pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. Sedangkan tanah desa merupakan aset desa yang berupa tanah yang 

belum dikelola oleh desa dalam hal ini tanah tersebut belum memiliki efek ke depan untuk 

desa dalam hal pendapatan desa. Desa Gunung Megang sendiri memiliki luas tanah desa 

yang cukup luas dan belum dikelola secara menyeluruh berbentuk tanah kas desa. Untuk 

mengetahui luas tanah desa yang menjadi aset desa di Desa Gunung Megang Luar dapat 

dilihat dari data berikut: 

Tabel 1.1  Luas Tanah Desa di Desa Gunung Megang Luar 

No. Keterangan Tahun Total Luas Tanah 

1. Luas tanah desa sebelumnya 1981 100 Hektar 

2. Luas tanah desa bersih saat ini 2015 62 Hektar 

3. Luas tanah kas desa yang sudah dikelola 2017-2019 13 Hektar 

4. Sisa tanah desa yang belum dikelola  49 Hektar 
 Sumber: Kantor Kepala Desa di Desa Gunung Megang Luar 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat total luas tanah desa sebelumnya yang ada di 

Desa Gunung Megang Luar tahun 1981 adalah sebanyak 100 hektar. Akan tetapi terjadi 

pengurangan luas tanah desa pada tahun 2015 dari awalnya seluas 100 Hektar menjadi 62 

Hektar setelah dilakukan peninjauan kembali 34 tahun kemudian oleh pihak pemerintah 
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desa di Desa Gunung Megang Luar. Kemudian pada tahun 2017 pemerintah desa di Desa 

Gunung Megang Luar mulai membuka lahan kelapa sawit dari tanah desa yang dikelola 

oleh pemerintah desa. Tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan 

membuka lahan kelapa sawit dengan rincian pada tahun 2017 yaitu seluas 3 Hektar, tahun 

2018 kembali membuka lahan seluas 5 Hektar, dan 2019 membuka lahan seluas 5 Hektar. 

Sehingga total tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa di Desa Gunung Megang 

Luar dengan tanaman kelapa sawit yaitu seluas 13 Hektar yang nantinya hasilnya akan 

menjadi pendapatan desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Namun, 49 Hektar dari tanah desa yang merupakan aset desa di Desa Gunung Megang 

Luar masih belum dioptimalkan untuk pendapatan desa. Selain itu, tanaman kelapa sawit 

yang menjadi tanah kas desa di Desa Gunung Megang Luar dari tahun 2017 sampai 

sekarang masih belum menghasilkan buahnya sehingga pendapatan desa dari pengelolaan 

tanah kas desa belum ada. Lokasi lahan sawit yang merupakan aset desa berupa tanah kas 

yang dikelola oleh pemerintah desa terdapat di Jalan Seberang Dusun IV Desa Gunung 

Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. 

Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Desa 

sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa atau untuk kepentingan sosial. Pada 

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa 

pasal 6 menjelaskan bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama 

Pemerintah Desa. Aset desa berupa tanah kas desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan 

keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah 

kas desa ini juga dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan 

kepada Pemerintah Desa dan dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk 

mendapatkan pinjaman. 
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Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset 

Desa pasal 19 juga menjelaskan bahwa pengamanan aset desa berupa tanah kas desa wajib 

dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengamanan aset desa ini, meliputi 

administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimparran dokumen 

kepemilikan. Pengamanan untuk tanah kas desa ini juga dilakukan dengan cara pemagaran 

dan pemasangan tanda batas. Selain itu, pengamanan hukum atas tanah kas desa ini 

dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.  

Berdasarkan observasi awal yang peneliti peroleh dari Kepala Desa Gunung 

Megang Luar, implementasi pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas desa di Desa 

Gunung Megang Luar masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 

14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Beberapa permasalahannya antara lain: 

“kewajiban mensertifikatkan tanah kas desa yang belum dilakukan oleh pemerintah desa  

di Desa Gunung Megang Luar. Dimana implikasinya terdapat pada pengamanan tanah kas 

desa yang dapat berkurang luasnya karena tidak memiliki tanda batas”. (Kepala Desa di 

Desa Gunung Megang Luar, Tanggal 13 Februari 2020).  

Permasalahan tanah kas desa ini menjadi masalah yang berkaitan dengan faktor 

lainnya, seperti tanah kas desa yang belum disertifikatkan akan membuka timbulnya 

masalah-masalah lain seperti pengambilan secara sepihak  atau rentan untuk disengketakan 

oleh oknum-oknum untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan pribadi di Desa 

Gunung Megang rentan terjadi. Hal ini, untuk kepentingan umum memang akan membawa 

dampak baik karena manfaat yang ditimbulkan, akan tetapi bagi desa secara aset 

berkurang.  

Permasalahan lainnya terhadap implementasi pengelolaan aset desa berbentuk 

tanah kas desa di Desa Gunung Megang Luar yaitu berdasarkan observasi awal peneliti 

kepada pengurus atau petugas dalam pengelolaan aset desa di Desa Gunung Megang Luar 
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bahwa “implementasi pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas desa ini masih belum 

dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 

Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, karena kegiatan penatausahaan pengelolan aset 

desa berbentuk tanah kas desa baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum 

berjalan dengan baik. Permasalahan lainnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Camat masih belum 

berjalan efektif. Selain itu, masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan 

desa dalam pengelolaan aset”. (Pengurus atau petugas dalam pengelolaan aset desa di Desa 

Gunung Megang, Tanggal 13 Februari 2020). 

Dari uraian permasalahan di Desa Gunung Megang Luar yang memiliki aset desa 

berupa tanah kas desa yang luas dan sudah sepantasnya kemakmuran masyarakatnya akan 

tercapai jika sebagian dari masyarakat di desa menyadari bahwa dengan adanya tanah kas 

desa berupa lahan kelapa sawit akan membawa dampak yang baik untuk keberlangsungan 

kehidupan di Desa Gunung Megang Luar. Akan tetapi pada kenyataannya, pendapatan dari 

tanah kas desa ini belum dapat terkelola dengan baik. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa fenomena dalam implementasi pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa di Desa 

Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Tanah kas desa yang telah ditanami kelapa sawit belum mencapai keseluruhan 

jumlah tanah desa yang dimiliki yaitu 62 Hektar. Sementara yang sudah menjadi 

tanah kas desa dan ditanami kelapa sawit yaitu sebanyak 13 Hektar, sehingga masih 

ada 49 Hektar tanah desa yang belum dikelola menjadi tanah kas desa. 

2. Pengamanan tanah kas desa yang belum optimal karena tidak memiliki tanda batas. 

3. Dokumen inventaris aset desa belum dikelola sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, sehingga tertib administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, 
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kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset masih 

sangat rendah. 

4. Status tanah kas desa yang masih belum jelas status hukumnya yaitu tentang surat-

surat kepemilikan atas tanah tersebut, seharusnya tanah kas desa tersebut segera 

diterbitkan surat kepemilikannya atas nama desa. 

5. Kurang efektifnya pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Camat dalam pengelolaan aset desa. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka judul penelitian ini 

yaitu: “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berbentuk Tanah Kas Di 

Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi 

kebijakan pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas di Desa Gunung Megang Luar 

Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan guna 

mencapai tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan aset desa 

berbentuk tanah kas di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang 

Kabupaten Muara Enim. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bahan referensi dan bahan kajian mengenai cara 

pengelolaan tanah kas desa dan memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bentuk upaya perbaikan 

bagi Pemerintah Desa khususnya Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung 

Megang Kabupaten Muara Enim dalam upaya mengatasi pengelolaan aset desa 

khususnya tanah kas desa. 
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